PERSOALAN TANAH

Oleh Nurcholish Madjid

Di hadapan para gubernur yang mengadakan rapat kerja, Menteri
Dalam Negeri Amir Machmud mengemukakan bahwa masalah
yang bersangkutan dengan tanah merupakan sumber keresahan
sosial terpenting yang mengganggu stabilitas sosial-politik. Hal
yang serupa telah dikemukakannya beberapa saat yang lalu.
Kenyataan bahwa hal itu dikemukakan lagi menunjukkan bahwa
persoalannya belum terselesaikan, sebagaimana secara riil dirasakan
oleh masyarakat luas.

Mempertanyakan apakah pemerintah, dalam hal ini khususnya
para pejabat yang bersangkutan, cukup sungguh-sungguh mena-
ngani masalah ini dan menyelesaikannya, mungkin suatu perbuatan
yang kurang fair. Sebab dari segi formal, adanya perhatian Menteri
tersebut sudah cukup membuktikan terdapatnya “iktikad” pada
pemerintah yang bernilai positif. Namun, dari sudut pandang
mereka yang merasakan langsung “kezaliman-kezaliman” tertentu
dalam kaitannya dengan pertanahan ini, tentu dihinggapi oleh pera-
saan harap-harap cepas: mengharap agar “iktikad” tersebut dapat
diwujudkan sehingga keadilan dirasakan dengan nyata, namun
cemas kalau-kalau harapan serupa itu akan menemui kehampaan
karena entah apa saja yang menjadi halangan.

Perlu diingat bahwa persoalan tanah yang paling tajam mula-
mula hanya terdapat di kota-kota besar saja, terutama Jakarta,
sebagai akibat tidak langsung pelaksanaan nyata politik pemba-
ngunan sekarang ini, terutama di bidang industrialisasi. Sebegitu
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jauh, dilihat dari sudut ukuran makro, persoalan tanah yang
timbul itu masih dapat “dibenarkan”, sebagai ekses atau harga
yang mesti dibayar guna suksesnya pembangunan. Tetapi dalam
perkembangan selanjutnya, berlindung di balik pembenaran atas
nama pembangunan itu semakin tidak berdasar, dan orang mulai
menilai perbuatan itu sendiri apakah adil atau tidak. Apalagi setelah
persoalan tanah ini tidak lagi secara langsung berkaitan dengan
proses industrialisasi, ataupun sarana ekonomi yang menjadi
kepentingan umum, melainkan semakin nyata berbentuk investasi
kapitalistik oleh pihak-pihak yang memiliki modal, selain juga
untuk konsumsi.

Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan tanah itu sudah
mulai menembus batas-batas kota besar dan menjalar ke daerah-
daerah pedesaan. Ini pun antara lain juga merupakan akibat
langsung dan tak langsung dari proses industrialisasi dan pemekar-
an penanaman modal. Tidak ada salahnya dalam hal itu semua,
seandainya proses itu tidak disertai dengan menyebarnya rasa
ketidakadilan akibat cara-cara yang biasa dipakai dalam “menebus”,
“membebaskan” atau apa saja namanya, tanah-tanah yang dibutuh-
kan. Dari hari ke hari selalu ada berita tentang praktik-praktik
yang menimbulkan keresahan umum dalam hubungannya dengan
persoalan tanah ini.

Perasaan diperlakukan secara tidak adil yang ada pada kelompok
luas masyarakat akan selalu merupakan faktor penggalang kesetia-
kawanan yang efektif di kalangan mereka. Sentimen itu, dengan
sedikit manipulasi oleh orang-orang ahli propaganda, demagog
ataupun artikulator lainnya, akan dapat dengan mudah berubah
menjadi sumber tenaga pergerakan sosial, kemudian politik. Jika
saat itu tiba, maka biasanya kita hanya terpukau oleh kenyataan
langsung itu, tanpa mempedulikan latar-belakangnya yang lebih
pokok. Maka kita pun menamakannya sebagai suatu bentuk
kejahatan, mungkin subversi, sebab pengaruhnya yang langsung
merugikan stabilitas nasional, suatu nilai yang kini agaknya
menjadi mutlak guna menopang pembangunan. Tetapi bagi mereka
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yang cukup reflektif, disertai dengan concern secukupnya kepada
nilai-nilai kemanusiaan, akan melihat gelagat sosial-politik itu
sebagai wajar saja. la tidak merupakan sebab yang berdiri sendiri,
melainkan akibat dari perbuatan orang lain yang kurang memper-
hatikan norma-norma kemanusiaan, yaitu keadilan. Dengan se-
dikit keberanian memikul risiko, mungkin seorang idealis akan
menyokong gerakan serupa itu, lepas dari cara yang dipakainya:
halus atau kasar, legal atau tidak legal menurut ukuran yang sedang
berlaku. Sebab dari mana pun ditinjau, suatu tuntutan akan hak
keadilan selalu dapat dibenarkan. Apalagi untuk Republik kita
yang didirikan atas dasar tujuan “mewujudkan keadilan sosial bagi
seturuh rakyat”.

Tetapi persoalan tanah tersebut di atas hanyalah segi yang
paling mencolok, dan cepat memantik perhatian karena ketajaman
permasalahannya. Di samping itu masih terdapat persoalan yang
lebih besar lagi, yaitu yang menyangkut struktur pemilikan, penggu-
naan dan pembagian hasil produksi tanah secara keseluruhan.
Dahulu persoalan ini dicoba mengatasinya melalui program /and-
reform, tetapi sekarang belum lagi terdengar rencana tandingan yang
senilai atau sepadan dengan yang lama itu. Atau barangkali memang
lebih baik kita melihat lagi kemungkinan melaksanakan program
lama itu, tetapi dengan cara yang lebih dewasa tanpa memancing
terulangnya peristiwa semacam Bandar Besi? ¥
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